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PRAKATA

Buku Peranan dan Kedudukan Wanita pada suku bangsa Mi-
nangkabau adalah hasil penelitian dari Drs. Sjafnir, Drs. Ishaq
Thaher, yang dibiayai oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah pada tahun 1983.

Buku ini menggambarkan bagaimana Kedudukan dan Peranan
Wanita pada suku bangsa Minangkabau, mulai dari mengurus anak,
kadang-kadang membantu perekonomian Rumah Tangga, menye-
diakan persiapan untuk upacara sampai memelihara harta pusaka,
karena Minangkabau mengenal Sistem Matrilineal, di mana wanita
berhak atas -harta warisan. Meskipun kaum pria turut mengelola
harta warisan tersebut, tetapi mereka tidak berhak untuk menjual
atau menggadaikannya, karena harus seizin saudara-saudara wani-
tanya atau saudara perempuannya.

Kaum pria nanti sesudah kawin akan tinggal di rumah keluar-
ga isterinya, dan mereka disebut urang sumando. Laki-laki sebagai
seorang mamak akan berunding dengan saudara-saudara perem-
puannya dan kemudian setelah berunding barulah memutuskan-
nya.

Jadi wanita di Minangkabau sangat berperan dan selalu di-
mintai pendapatnya, serta tidak pernah ditinggalkan pada waktu
berunding. Di sini tampak bahwa kedudukan wanita di Minangka-
bau sejak dulu telah sejajar dengan pria, bahkan dalam banyak hal
peranan mereka lebih besar daripada pria. Mereka mempunyai hak-
hak dan memegang peranan dalam kehidupan masyarakat Minang-
kabau, terutama peranannya dalam keluarga besar dan di rumah
Gadang.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan sua-
tu hasil penelitian yang mendalam tetapi baru pada tahap penca-
tatan dan diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu se-
lanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Di-
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan pimpinan dan Staf
Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan daerah Suma-
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tera Barat, Perguruan Tinggi, dan tenaga akhli perorangan di dae-
rah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini maka kepada
semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan Penghar-
gaan dan Terima kasih.

Jakarta, Juni 1988.

Pimpinan Proyek,

Drs. IGN. Arinton.
Nip. 030 104 524.




SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menya.nbut terbitnya buku-buku
hasil kegiatan penelitian Proyek Invent.risasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah, dalam rangka mengg. 'i dan mengungkapkan
khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan
bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami
kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap
daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala
budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1988

Direktur Jenderal Kebudayaan.

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pembinaan manusia Indonesia seutuhnya dan masyara-
kat seluruhnya memerlukan data dan informasi kebudayaan,
sebagai suatu sistem, ide dan nilai yang menjadi pedoman
bagi pola-pola tingkah laku masyarakat itu. Karena itu di-
perlukan pengetahuan yang memadai tentang mekanisme
kontrol bagi tingkah laku anggota masyarakat, yakni ke-
budayaan yang menjadi pedoman orang untuk memahami
lingkungan, gejala-gejala yang dilihat, dirasa dan didengar,
membuat perencanaan maupun memilah tindakan dalam me-
nanggapi lingkungan dan tantangan sejarah yang dihadapi.

Masyarakat Indonesia terdiri dari aneka ragam kebu-
dayaan daerah yang sedang terlibat dalam proses pembangun-
an. Pada hakekatnya merupakan proses pembaruan di segala
sektor kehidupan masyarakat akan-keluhuran nilai dan gagas-
an vital yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Keanekaragaman pada hakekatnya dijalin oleh benang
emas yang mewujudkan kesatuan tercermin dalam azas
Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman dalam kesatuan ber-
guna untuk pembangunan bangsa. Khusus di bidang Kebuda-
yaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 berbunyi
”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional’’, mengandung
arti seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

“’Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi
daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang ter-
dapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh
Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan
harus menuju kemajuan abad, budaya, persatuan dengan tidak menolak
bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang
atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi de-
rajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR Nomor II/MPR/1983 men-
jelaskan bahwa:

Dengan tumbuhnya kebudayaan yang berkepribadian dan berkesadaran

nasional, maka sekaligus dapat dicegah nilai-nilai sosial budaya yang



bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit serta ditanggulangi penga-
ruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di pihak lain ditumbuhkan
kemampuan masyarakat untuk menyaring dan’ menyerap nilai-nilai
dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaruan
dan proses pembangunan”.

Corak ragam budaya di Indonesia dengan unsur-unsur-
nya adalah kebudayaan di daerah-daerah. Dalam kenyataan-
nya pada kebudayaan daerah itu terwujud nilai-nilai, norma-
norma, aturan-aturan yang menata sistem sosial anggotanya.
Nilai-nilai dan norma-norma itu sendiri mempunyai corak
ragam di samping ada keseragamannya.

Sistem sosial pada suku bangsa Minangkabau sebenarnya
dapat dibagi berdasarkan umur, pendidikan, pelapisan sosial,
jenis kelamin dan lain-lainnya. Selain itu ada lagi yang dikata-
gorikan berdasarkan lokasi, yakni daerah inti di dataran tinggi
pegunungan disebut darek, daerah pesisir. Pada masyarakat
Minangkabau keragamannya terletak pada ’“nmagari’’, yang
pada dasarnya berdiri sendiri. Di daerah Minangkabau asli,
masyarakatnya diikat oleh tali darah dan kekerabatan serta
daerah (ulayat). Di pesisir semenjak dahulu diikat oleh ke-
pentingan bersama.

Sistem sosial berdasarkan jenis kelamin terbagi atas
katagori pria dan wanita, yang dalam kebudayaan suku bang-
sa Minangkabau mempunyai kedudukan dan peranan ter-
tentu. Wanita dalam aturan adatnya disebut ’limpapeh
rumah nan gadang’’. Maksudnya mempunyai peranan dalam
menentukan garis keturunan dan pewarisan melalui garis
keibuan. Peranan wanita yang disebut “bundo Kanduang”
mempunyai arti kedudukannya itu mempunyai tumpuan
harapan generasinya terhadap wanita.

Apabila dibanding dengan wanita lainnya di Indonesia
terdapat perbedaan-perbedaan. Terutama dalam garis ke-
turunannya (matrilineal). Justru karena itu panggilan ter-
hadap wanita berwibawa dan bersifat keibuan, dapat men-
jaga keseimbangan dalam keluarga luasnya. Mereka dipang-
gil bundo kanduang. Namun terdapat persamaannya, sebagai
isteri dalam rumah tangga, yang membantu suami dalam
berbagai-bagai bidang kegiatan. Perbedaan dan persamaan
itu disebabkan pengetahuan dalam menghadapi lingkungan
masing-masing.



Telah banyak para ahli ilmu sosial, terutama para an-
thropolog menaruh perhatian tentang keragaman kebudayaan
suku bangsa di Indonesia. Studi tentang Minangkabau meru-
pakan tanah subur para sarjana dalam dan luar negeri dalam
berbagai bidang aspek kebudayaan matrilineal. Tradisi lisan
telah banyak diolah oleh peminat, termasuk dari segi filo-
sofi seperti Drs. Edward Djamaris, Idrus Hakimi Datuk
Rajo Pengulu. Di kalangan sarjana belanda telah kita kenal
nama van Vollenhoven, Ter Har, Josselin de Jong. Sarjana
lain seperti von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beck-
man, Yoshikato, Turner, Joel Kahn, Joane C.J. Prinville.
Masih banyak para sarjana telah meneliti yang tak mungkin
disebutkan satu persatu termasuk sarjana di kalangan kita
sendiri, seperti Dr. Taufik Abdullah, Dr. Deliar Nur, Rajab.
Khusus peranan wanita Joanne telah melakukan penelitian
mendalam di Penampung, Kabupaten Agam.

Namun keanekaragaman penelitian yang cukup kaya
khusus studi Minangkabau dengan meneliti aspek-aspek ter-
tentu. Memang telah tersedia informasi yang menjurus satu
bidang studi. Belum tersedia data dan informasi yang mema-
dai. Baru terbatas dalam satu aspek tertentu pada salah satu
suku bangsa di antara sekian banyak suku bangsa di Indo-
nesia.

Masalah.

Dalam masyarakat manapun, baik dari masyarakat pe-
desaan sederhana, masyarakat kota,ikaum wanita dalam sis-
tem sosialnya mempunyai peranan tertentu. Kedudukan dan
peranannya terwujud dalam kelompok-kelompok sosial,
baik yang kecil sampai kelompok besar dan meluas. Pada
dasarnya kesatuan sosial itu ditata oleh norma-norma atau
aturan berdasarkan sistem budaya.

Kedudukan dan peranan wanita Minangkabau diatur dan
ditata oleh ’uadat’’. Adat menata tingkah lakunya dalam sis-
tem sosial. Sistem kekerabatan, garis keturunan, batas ling-
kungan pergaulan antar kerabat prinsip hubungan keturunan
dan kedudukan harta pusaka dan pewarisannya semuanya
melibatkan wanita. Terutama wanita Minangkabau dengan
sistem perkawinan matrilokal. Akan tampak tingkah laku



berpola pada kaum wanita di berbagai suku bangsa di Indo-
nesia. Khusus wanita Minangkabau dikenal sebagai penentu
garis keturunan dan pewarisannya. Suami yang datang mene-
tap ke rumah isterinya, karena adanya perkawinan dan wa-
nitanya dikenal sebagai pemegang kunci utama di rumah
(gadang) nya.

Menurut hemat kami data dan informasi tentang ke-
dudukan dan peranan wanita Minangkabau belum diketahui
secara baik. Sebagian mengatakan adat nan tidak lapuk,
karena hujan dan tak lekang karena panas. Tatanan adat
yang ideal (adat yang kawi) dengan segala norma-normanya
masih menyelimuti masyarakat Minangkabau. Pengaruh dari
luar seperti agama Islam dan pendidikan telah lama masuk
jauh ke akar budayanya. Ada pula yang mengatakan adat
tinggal suatu kenangan masa lampau dan semuanya telah ber-
lalu. Jadi, ada dua pola: memegang teguh dan menjauhi adat
karena mengikat anggotanya. Aau pola lama dan pola baru.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun me-
nentukan langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam
arti yang luas, diperlukan data dan informasi tentang kedu-
dukan dan peranan wanita. Kenyataan tentang Keragaman
itu sudah seharusnya diketahui dengan mengenal secara lebih
dekat dan lebih cermat.

Pembangunan yang berkaitan dengan wanita sudah se-
harusnya direncanakan ditunjang dengan pengetahuan yang
lebih lengkap.

Di samping itu setiap warga negara harus memahami hal
itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempercepat
proses integrasi bangsa. Secara umum semua pihak memerlu-
kan data dan informasi sebagai titik tolak perencanaan yang
dilandasi oleh pengetahuan yang mendalami permasalahan
yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan Utama.

Tujuan utama penelitian ini adalah:

3.1. Untuk dapat mengumpulkan data dan informasi tentang
kedudukan dan peranan wanita dalam kebudayaan suku
bangsa Minangkabau di Sumatera Barat.



3.2,

3.3.

34.

Data dan informasi tentang kedudukan dan peranan wa-
nita itu akan sangat diperlukan untuk menyusun ke-
bijaksanaan kebudayaan nasional maupun menentukan
langkah-langkah perencanaan pembangunan nasional
dalam arti yang luas.

Data dan informasi ini akan berguna bagi seluruh masya-
rakat Indonesia untuk menumbuhkan saling pengertian
yang lebih mendalam.

Data dan informasi itu dapat dipergunakan untuk ke-
pentingan ilmu pengetahuan.

Ruang Lingkup.

Dalam penelitian ini perlu ditetapkan apa yang menjadi ruang
lingkup penelitian meliputi:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Deskripsi tentang lingkungan alam dan budaya Minang-
kabau tempat masyarakat bertumbuh dan berkembang.
Tepatnya tentang identifikasi lingkungan alam, ekologi,
sistem kekerabatan, mata pencaharian dan sistem religi.

Kedudukan dan peranan wanita dalam adat Minang-
kabau, meliputi upacara-upacara daur hidup wanita.

Pergeseran kedudukan dan peranan wanita, karena pe-
ngaruh yang datang dari luar, maupun akibat perkem-
bangan dalam masyarakat itu sendiri.

Analisa dan implikasi dari hasil penelitian sebagai rang-
kuman dan abstraksi.

Pertanggung jawab ilmiah (metodologi).

Metoda penelitian yang dipakai adalah metoda dan tek-

nik yang biasa dipergunakan dalam penelitian-penelitian ilmu
sosial disesuaikan dengan materi yang diperlukan dalam ke-
rangka laporan yang dibuat.

5.1,

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Studi dokumentasi yang tersedia dan sesuai dengan
kebutuhan data dan informasi. Pertama studi kepus-
takaan ditujukan untuk mempelajari teori, sehingga
menjelaskan pengertian judul, yakni kedudukan dan
peranan. Dari Soerjono Soekanto (1982; 233) menya-
takan, bahwa kedudukan adalah tempat atau posisi

5



5.2.

seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan
dengan kelompok-kelompok lainnya. Kedudukan sosial
adalah tempat seseorang secara umum dalam masya-
rakatnya, lingkungan pergaulannya, prestisenya hak
serta kewajibannya. Atau berarti juga tempat seseorang
dalam suatu pola tertentu. Aspek dinamis dari kedu-
dukan adalah peranan, yang mempunyai arti sebagai
prilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.
Atau konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh in-
dividu dalam masyarakat sebagai organisasi masyarakat.

Studi kepustakaan juga mendapat penjelasan tentang
kenyataan, bahwa ”nagari”” merupakan kesatuan ter-
kecil dan berdiri sendiri dalam adat Minangkabau. Dae-
rah Minangkabau menurut tradisi terdiri dari daerah ini
(darek) dan rantau. Sehubungan dengan hal itu di-
tetapkan dua daerah lokasi penelitian.

Lokasi Penelitian.

Berdasarkan hal di atas ditetapkan dua lokasi pedesaan
di daerah kabupaten dan pedesaan di kota. Pemilihan ini
didasarkan juga atas pemilihan daerah inti dan rantau.
Di daerah inti terdiri dari tiga kabupaten, yakni Agam.
Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Kabupaten ini sama
kedudukannya dengan “luhak™ menurut tradisi. Per-
timbangan selanjutnya adalah berdasarkan ceritera turun
temurun penduduk Minangkabau berasal di negeri ter-
tua, Pariangan Padang Panjang dan kemudian memben-
tuk kerajaan di Lima Kaum’. Jadi pemilihan lokasi
berdasarkan proposif sampel. Lima Kaum adalah negari
tempat dua orang pembawa adat yang berbeda pendapat
mengadakan “perdamaian’®, Pembawa adat adalah
Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemang-
gungan. Sampai saat ini masyarakat tetap percaya ada-
nya Batu Batikam” sebagai lambang perdamaian. Seka-
rang Lima Kaum menjadi suatu kecamatan dalam ling-
kungan Kabupaten Tanah Datar.

Pedesaan di kota dipilih nagari Pauh, yang dikenal se-
menjak datangnya Belanda di pantai barat Sumatera



3.3,

Barat merupakap ujung tombak perlawanan Minang-
kabau. Mulai abad ke 17 sampai perang kemerdekaan
nagari Pauh dikenal sebagai pusat perjuangan. Berkali-
kali nagari ini dimasuki Belanda, mempengaruhi dan
menghancurkannya, sehingga terpecah menjadi Pauh IX
dan Pauh V. Kita berasumsi bahwa masyarakatnya telah
jauh bergeser dari adat Minangkabau. Untuk itu kita
memilih Pauh IX yang tidak mau tunduk kepada Be-
landa dan dalam masa perjuangan disebut daerah Ku-
ranji. Dalam Kota Padang selain nama sebuah kelurahan,
juga nama salah satu kecamatan, disebut Kuranji. Ku-
ranji secararesmi masuk dalam pemerintahan kotamadia
Padang baru semenjak tahun 1982.

Tehnik peneli tian.

(1). Teknik daftar isian (kwestioner) dilakukan secara
menyeluruh di daerah tingkat II se Sumatera Barat.
Pilihan bebas (random) terdiri dari 15 nagari,
terdiri dari:

— Salo, Tabek Panjang, Magek, Kotogadang, Kabu-
paten Agam.

— Gunung, Koto Laweh, dan Salimpaung di Kabu-
paten Tanah Datar.

— Kayu Tanam dan Koto Tinggi, dalam Kabupaten
Padang Pariaman

— Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan.

— Ganggo Hilir dan Sungai Pimping, Kabupaten
Pasaman.

— Bukit Sileh, Kabupaten Solok.

— Sungai Daerah, Kabupaten Sawah Lunto/Si-
junjung.

— Batu Hampar dan Parit Rantang, Kabupaten 50
Kota.

Daftar isian mencakup gambaran umum keadaan
daerah Sumatera Barat, di bidang perhubungan,
pola pemukiman, jumlah penduduk menurut jenis,
partisipan pendidikan, jumlah penduduk menurut
kelompok umur, agama dan mazhab serta sarana
agama.



Dari kelima belas daftar isian ternyata yang dapat
diisi menurut keinginan peneliti 10 buah nagari.
Dari letak ternyata jarak antara desa dengan ibu
kota kecamatan, kabupaten dan ibu kota pro-
pinsi semuanya dapat dijangkau dalam satu hari
dengan sarana perhubungan yang relatif baik.

Gambaran umum pola pemukiman penduduk,
pada umumnya berkelompok. Pekerjaan penduduk
umumnya bertani sebagian besar berdagang. Pe-
ngertian berdagang diartikan sebagai usaha menam-
bah penghasilan dan dilakukan dari pekan (pasar)
ke pekan, ataupun berkedai. Berkedai mempunyai
dua pengertian, yakni berjualan di rumah atau pa-
sar yang tetap; lepau, yakni kedai yang menjual
makanan dan minuman.

Kelompok umur menurut distribusi umur dan jenis
kelamin ternyata tidak ada perbedaan dengan per-
kiraan yang dilakukan oleh Kantor Sensus dan
Statistik atau Sensus Pertanian 1984. Penduduk
Sumatera Barat ternyata homogen, pemeluk agama
Islam dengan sarana mesjid, mushalla dan langgar
yang dipunyai setiap desa atau nagari.

(2). Teknik wawancara dengan melakukan analisa ter-
hadap data yang diperoleh sambil mengembangkan
konsep dalam penelitian lapangan di kedua pedesa-
an Kabupaten dan kota, yakni Lima Kaum dan
Kuranji.

(3) Observasi terhadap gejala-gejala sosial yang ada da-
lam masyarakat yang bersangkutan.

(4). Memperoleh data dan informasi melalui metoda
sejarah hidup (life history method) dan metoda
keturunan (genealogical method).

6. Pelaksanaan dan hambatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari penelitian
ini tim telah melakukan kegiatan-kegiatan:

6.1. Pengarahan dan petunjuk pelaksanaan dari Direktur
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat



Jenderal Kebudayaan yang bertanggung jawab dalam.
perencanaan, pengarahan, pembinaan dan penyempur-
naan hasil akhir dan penerbitannya.

6.2. Pengarahan penelitian lapangan oleh Kepala Bidang
Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan yang ber-
tanggung jawab mengkoordinasikan penelitian lapangan
atas restu Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat.

6.3. Dalam kegiatan penelitian pengumpulan data untuk
bahan penulisan telah dilakukan hubungan pendekatan
dengan beberapa instansi tingkat propinsi, tingkat II
dan kelurahan dan desa serta tokoh tokoh wanita lain-
nya.

6.4. Perekaman data dan informasi di lokasi penelitian telah
melibatkan mahasiswa, dosen, Kepala Desa, Rukun
Kampung dan Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Ke-
luarga, terutama dari kecamatan Padang Barat yang
memberikan informasi sebagai petunjuk di lapangan.

Hasil akhir dan sistematika penulisan.

Untuk memahami kedudukan dan Peranan Wanita
dalam kebudayaan suku bangsa, sebagai laporan hasil akhir
dalam bentuk naskah Sistematika adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, masalah,
tujuan utama ruang lingkup, pertanggung jawab -
penelitian (metodologi), lokasi penelitian, pelaksana-
an dan hambatan serta sistematika.

Bab 2. Identifikasi, uraian mengenai lokasi, lingkungan
alam, penduduk dan lokasi penelitian di Lima Kaum
dan Kuranji. Hal-hal yang berhubungan dengan sistem
sosial, mata pencaharian dan sistem religi.

Bab 3. Kedudukan dan peranan wanita dalam bentuk kegiat-
an dijabarkan dalam kegiatan upacara daur hidup
(masa anak-anak, remaja, masa perkawinan dan ke-
hamilan). Kedudukan dan peranan wanita di rumah
sendiri, kelompok keluarga (rumah gadang, mamak,
ninik mamak, urang sumando dan induak bako).
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Bab 4. Pergeseran kedudukan dan peranan wanita dalam ke-

Bab 5.

budayaan suku bangsa Minangkabau, meliputi lem-
baga pemerintahan, keluarga, kepemimpinan. Per-
geseran dalam mata pencaharian, sistem religi dan
pendidikan, sebagai tantangan alam dan sejarah-
nya.

Sebagai bahan pelengkap naskah ini akan memberi-
kan ulasan, analisa dan implikasi dilengkapi dengan
lampiran dan kepustakaan.
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BAB 11

IDENTIFIKASI

Letak, Lingkungan Alam dan Penduduk.

Orang Minangkabau merupakan salah satu di antara ke-
lompok suku bangsa yang menempati bagian tengah pulau
Sumatera sebagai kampung halamannya. Sebagian besar se-
karang merupakan daerah tingkat I Propinsi Sumatera Barat.
Mereka disebut ’Orang Minang”, sedangkan di luar daerah
dikenal sebagai ’orang Padang”.

Orang Minangkabau sekarang merupakan 3% dari se-
luruh penduduk Indonesia, yakni mereka yang menempati
Sumatera Barat dan salah satu kelompok suku bangsa ter-
besar keempat sesudah Jawa, Sunda dan Madura. Sedang
orang Minangkabau merupakan suku bangsa terbesar di
Sumatera, seperempat dari jumlah penduduknya. Bahasa
Minangkabau merupakan salah satu dialek Bahasa Melayu.

"Dari data Sensus Penduduk tahun 1930 orang Minang
merupakan 3,33% penduduk Indonesia pada waktu itu

’

sedang suku bangsa Jawa 47,2%, Sunda 14,53% dan Madura
7,28%. Proporsinya di antara suku bangsa di Sumatera adalah:

12

Minangkabau . 25,6%  Aceh 10,7%
Batak 15,6%  Palembang 9,9%
Jawa 11,4%  Melayu 7.9%

(Volkstelling 1930, I'V halaman 179-180)

Perasaan kesukuan orang Minangkabau umumnya ber-
dasarkan persamaan bahasa, asal usul dan pengelompokan
suku. Persamaan pandangan hidup mereka berlandaskan:
“Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”, pen-
duduk yang homogen dan beragama Islam.

Dari Sensus 1930 itu disebutkan orang Minangkabau
di daerahnya sebanyak 1.717.031 jiwa atau 89% dari seluruh
suku bangsa Minangkabau. Jumlah ini tidak termasuk me-
reka yang telah menetap di berbagai-bagai tempat di Indone-
sia. Di pantai barat dan barat daya Aceh terdapat kira-kira



350.000 orang “Anak Jamee’’, perantau Minang. Menurut
perkiraan Teuku Sjamsuddin menunjukkan 20% dari pen-
duduk Aceh pada tahun 1961, yakni 1.630.983. Mereka ber-
bicara dalam bahasa Anak Jamee (Minang). Pada waktu itu
terdapat 28.000 orang di pantai barat Tapanuli, separohnya
bertempat tinggal di Natal. Lebih 200.000 orang Melayu
merupakan keturunan orang Minang di Negeri Sembilan dan
penduduk Kuantan di Riau dan Jambi menganggap diri me-
reka sebagai orang Minangkabau.

Tradisi menyatakan, bahwa orang Minangkabau mena-
mai negeri mereka “Alam Minangkabau . Mereka memahami-
nya jauh lebih luas dari batas-batas Sumatera Barat dewasa
ini, Termasuk berbagai-bagai rantau di sungai-sungai sebelah
timur, yakni Rokan, Tapung, Siak, Kampar, Kuantan dan
Batanghari. Rantau merupakan bagian dari kerajaan Minang-
kabau masa dahulu. Secara kultural, alam Minangkabau me-
liputi Sumatera bagian tengah, pesisir barat dan timur pulau
Sumatera.

Salah satu sebab perpindahan penduduk dari tanah asal
ke luar daerah disebabkan faktor ekonomi, akibat faktor
ekologi, yang selalu terjalin ke dalam pelembagaan merantau
itu sendiri. Di antara primordial untuk pergi ke rantau adalah
perjuangan ekonomi. Orang muda didorong pergi merantau,
sehingga nanti sanggup berdiri sendiri menghidupi rumah
tangga dan keluarganya.

Karakatau madang dihulu
Berbuah berbunga belum
Merantau bujang dahulu
Di rumah berguna belum

Negeri asal orang Minangkabau disebut “Luhak Nan
Tigo”, yakni dataran tinggi di sekitar Gunung Merapi, Sing-
galang dan Sago. Daerah inilah merupakan “pusat’ Minang-
kabau, disebut juga Ranah Minang. Dari sinilah bermula
perpindahan penduduk ke dataran rendah pantai barat, se-
hingga terbentuk “rantau pesisir’. Ke timur melalui sungai-
sungai besar sampai di pantai timur Sumatera, kemudian

EE]

menjadi rantau timur’’. Jadi rantau pada mulanya adalah
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daerah sekitar daerah asli Luhak Nan Tigo, kemudian disebut
juga “darek’’. Pesisir Barat dan Rantau Timur menjadi bagian
yang integral dari Alam Minangkabau.

Dapat diperkirakan, bahwa gerakan pertama perpindah-
an penduduk itu merantau setelah melembaganya pemukim-
an di darek sebelum abad ke 6 Masehi, Rantau sepanjang pan-
tai barat adalah: Sikilang Air Bangis ke utara, Tiku Pari-
aman, Padang, Bandar Sepuluh, Indrapura, terus ke Muko-
Muko dan Bengkulu. Ke utara Agam terdapat rantau Pasa-
man, Lubuk Sikaping Rao sampai perbatasan Mandahiling.
Rantau Timur adalah daerah sehiliran: Rokan, Siak, Tapung,
Kampar, Indragiri dan Batang Hari.

Tidak ada laporan yang dapat mengungkapkan bagai-
mana dan apabila setiap rantau itu berkembang. Namun ke-
mungkinan besar rantau timur dibangun lebih dahulu, karena
adanya kebutuhan hubungan dagang dengan dunia luar untuk
menjual dan menukar hasilnya, seperti merica, kapur barus,
emas dan hasil hutan lainnya. Cornellis van Quelbergh me-
ngirim sebuah kapal ke Sungai Siak pada 17 Mei 1683 untuk
berhubungan dengan Minangkabau dan sumber-sumber mi-
neral yang ada di sana dan mendapati toko emas di Pata-
pahan. Usaha menembus ke pusat Minangkabau berhasil
ketika Thomas Diaz, seorang Portugis dapat membuka
hubungan dengan Raja Buo. Jadi kerajaan ini telah mengada-
kan hubungan dagang dan diplomatik di samping agama
dengan dunia luar.

Rantau pesisir barat berkembang ketika kerajaan Paga-
ruyung mulai menguasai kembali perdagangan lada dan emas
di pesisir timur. Pesisir ini banyak didatangi saudagar Aceh,
Tamil, Gujarat dan Persia untuk perdagangan lada dan emas,
dua hasil utama Minangkabau yang sangat laku di pasaran du-
nia pada waktu itu. Sebelum kedatangan Portugis abad ke- 16
pantai barat memegang peranan di kerajaan Andalas, sebagai-
mana digambarkan oleh Meilink — Roelofz, yang menurut
Tome Pieres kira-kira Bengkulu sekarang sampai tapal batas
Aceh. Rantau dalam arti koloni, daerah perdagangan di
pesisir. Dalam abad 17 dan 18 wilayah rantau timur diperluas
ke utara ke dataran rendah Rokan sampai Panai, Bila dan



Asahan. Reid mencatat Tamiang, daerah Melayu di tenggara
Aceh menjadi rantau Minangkabau. Semenjak mangkat Sul-
tan Iskandar Muda kerajaan-kerajaan kecil sepanjang sungai
Asahan, Panai dan Bila menjadi kerajaan vazal Minangkabau.
Perluasan rantau menyeberangi Selat Malaka terjadi pada
zaman ramainya perdagangan lada abad ke 15 dan 16. Per-
pindahan pertama menurut Marsden dipimpin oleh Sri Tri
Buwana dalam abad ke 12. Pedagang Minangkabau mulai
mengangkut hasil-hasil mereka ke Malaka dan dari sana ke
coromandel dan Gujarat.

Dengan mengetahui kedudukan ekonomi sebagai pen-
suplai emas yang utama, akan lebih mudah memahami moti-
vasi perluasan rantaunya dan posisi orang Minangkabau di
antara suku-suku bangsa di Sumatera pada waktu itu. Dan se-
jalan dengan itu mudah dipahami pula mengapa kenyataan-
nya dalam warisan upacara-upacara terlihat suatu gejala
pengakuan terhadap status dalam masyarakat melalui rangkai-
an kegiatan, biaya dan lambang-lambang.

Rantau pesisir di zaman Iskandar Muda (1603 — 1636)

di samping berfungsi -sebagai tempat perdagangan, juga se-

~bagai pusat kegiatan dakwah. Bermula dari sanalah terlibat-
nya kepemimpinan ulama dalam adat Minang.

Tipe pertama dari rantau yang telah dijelaskan itu se-
jalan dengan pembagian Indonesia ke dalam wilayah adat
(adatrechtskringen) oleh van Vollenhoven. Di antaranya
Minangkabau dengan rantaunya.

Banyak dari rantau-rantau dulu, kini berada di luar pro-
pinsi Sumatera Barat. Kampar, Siak, Rokan, Panai, Bila,
Kuala dan Asahan di Propinsi Sumatera Utara; Indragiri di
Riau; Batang Hari di Jambi; Sibolga, Natal dan barus di Pro-
pinsi Sumatera Utara; Singkel, Tapak Tuan, Trumon dan
Meulaboh di Aceh. Ke timur rantau Naning di Malaka dan
juga Negeri Sembilan berakhir menjadi rantau Minangkabau
dengan lenyapnya dinasti Pagaruyung 1809.

Bila kita perhatikan peta Sumatera Barat terlihat daerah-
nya menghadap ke Samudra Indonesia dan membelakangi
Selat Malaka. Dari segi ekologi, bentuk fisik Sumatera Barat
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PETA : 2 Daerah Minangkabau dan rantaunya.
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Sumber : DR. Mochtar Naim, Merantau, Pola Migrasi Suku
Bangsa Minangkabau, Gajah Mada University
Press, 1979, hal. 65.
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terletak memanjang pegunungan Bukit Barisan yang mem-
bentang dari utara ke selatan. Tanahnya tidak saja bergunung-
gunung dan berlembah-lembah, tetapi juga vulkanis dengan
hutan balantara simpanan hujan. Di sana sini terbentang
dataran tinggi.

Daerah pesisir barat merupakan dataran rendah sepan-
jang 375 km2, di sana sini diselingi oleh rawarawa. Di sebe-
lah barat di Samudra Indonesia terletak gugusan kepulauan
Mentawai, secara kultural adalah daerah kebudayaan Men-
tawai. Secara administratif kepulauan Mentawai termasuk
daerah tingkat II Kabupaten Padang Pariaman.

Luas daerah Sumatera Barat adalah 42.297.30 km?2.
Dalam ruang yang sempit di wilayah ini 63,8 % dari luas
daerahnya terdiri dari hutan cadangan. Tanah kritis yang
tidak dapat dipergunakan terdiri dari lalang 4,68% dan
mempunyai kemungkinan untuk dihijaukan kembali. Sumber
penghidupan utama penduduknya adalah lahan pertanian se-
luas 12,6 % sedang daerah pemukiman penduduk 18,9%.
Perluasan areal pertanian tidak dapat dilaksanakan karena
terbatasnya daerah pertanian

Tabel : 1 Penggunaan Tanah

Jenis Penggunaan Luas (%)
Hutan 63,80
Tanah Gunduk 4,68
Tanah Sawah 498
Pertanian Tanah Kering 3,80
Perkebunan Rakyat 4,44
Perkebunan Besar 1,44
Lainnya 16,86
Jumlah 100,00

Sumber :  Sumatera Barat dalam Angka, 1982, Kerjasama BAPPEDA
dan Kantor Statistik Sumatera Barat.

Tabel 2 memperlihatkan perbandingan luas daerah dan
tanah yang dapat diusahakan. Dari daerah tingkat II Kabupa-
_ten se Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk dae-
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rah terpadat penduduknya, yaitu 243 jiwa/kmz, sedangkan
Padang sebagai kotamagia 656/jiwa/km2. Tanah yang dapat
diusahakan 529,45 km“ atau 39,63%, tertinggi di Sumatera
Barat. Atau dapat dikatakan kabupaten ini merupakan salah
daerah yang luas dapat diusahakan dengan penduduk ter-
padat. Nampak kecendrungan daerah pemukiman yang su-
bur, sehingga memperlihatkan ciri masyarakat pertanian.

Secara administratif, Sumatera Barat terdiri atas 8 ka-
bupaten dan 6 kotamadia daerah tingkat II. Enam kabupaten
terletak di dataran tinggi sepanjang bukit barisan, yakni
Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Solok, Pasaman dan Sawah
Lunto Sijunjung. Dua kabupaten terletak di daerah pesisir
barat: Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.

Sumatera Barat terdiri atas 100 kecamatan, 543 nagari
dan 3.518 desa. Nagari adalah pemerintahan tradisi yang
otonom berdasarkan genealogis dan territorial, dan persama-
an adat istiadat. Sekarang nagari dimekar atas dasar teritorial
semata.

Nagari secara struktural terdiri dari kampung, korong,
jorong atau penamaan lainnya mendiami suatu daerah ter-
tentu yang pada mulanya ditempati oleh suatu suku ter-
tentu, sebagai pemukiman, tanah sawah, gurun (tanah ke-
ring), pandan pekuburan dan tanah hutan, yang disebut
tanah ulayat. Kampung atau korong, maupun jorong dike-
palai oleh seorang penghulu kampung bersama imam khatib
dan mamak-mamak kepala keluarga. Setiap jenjang mengurus
kelompoknya masing-masing berdasarkan musyawarah dipim-
pin oleh kepala keluarga, jurai dan suku. Kepentingan kam-
pung diselenggarakan oleh Kepala Suku, yang dinamakan
penghulu dan bergelar datuk diwariskan turun temurun
dalam suku itu kepada yang dipilih berdasarkan musyawarah.

Pola umum sebuah kampung adalah mempunyai: ran-
tau, sawah dan gurun, pandan pekuburan (makam bersama)
dan tanah hutan ulayat. Dari keempat syarat di atas dapat
ditarik di antara suku yang menempati suatu nagari mana
yang lebih dahulu datang ke daerah itu. Ini pulalah dasar
lahirnya penghulu pucuk atau andiko, yang memimpin be-
berapa penghulu yang sepayung (sama). Rantau khusus



bagi daerah yang mempunyai daerah pantai atau tepi danau
tempat negari itu.

Karena perkembangan penduduk yang berpindah ke
tempat (tanah) lain baik sewa, pegang gadai, atau hibah,
kampung kemudian berubah pengertiannya menjadi teritorial
saja. Namun jika ditelusuri masih dapat ditemui ciri umum
sebuah kampung. Beberapa kampung menjadi suatu nagari,
yang mengurus kepentingan bersama.

Kampung, jorong, korong ini kemudiannya dimekar-
kan menjadi desa menurut Undang-Undang No. 5/1979.
Karena itu sekarang kita menemukan pola sebuah desa, yakni
penyebaran rumah penduduk beserta tanah pekarangannya di
Sumatera Barat pola bergerombol dan tersebar. (nucleated
village) Bergerombol di atas tanah suku mereka dan menye-
bar menurut pola line village, memanjang jalan desa, jalan
kampung dan jalan raya. Tanah adalah dasarnya milik suku,
karena itulah pemukiman di kampung itu terletak berdekat-
an. Pemukiman tersebar disebabkan daerahnya disela-sela
bukit dan lembah.

Terbukanya jaringan jalan dan komunikasi masa ini
pola umum desa pada dasarnya memanjang jalan dan ber-
gerombol, terutama karena terbatasnya tanah yang dapat di-
manfaatkan sebagai pemukiman.’

Suatu kampung hanya mempunyai syarat-syarat suatu
pemukiman semata. Lain halnya dengan nagari, yang merupa-
kan sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan
bersama. Kampung mulanya ditempati oleh suatu kaum
atau suku, sedangkan dalam adat Minangkabau perkawinan
bersifat matrilokal. Itu sebabnya sukar terjadi perkawinan
dalam satu kampung, walaupun sekarang mereka berlainan
suku. Sekampung berarti berdunsanak atau bersaudara.

Pola umum sebuah nagari mencakup seluruh kepenting-
an masyarakatnya adalah mempunyai:_-balai, mesjid, labuah
nan golong dan tepian.

(1). Balai, adalah tempat masyarakat bermusyawarah melalui
tiga fungsional nagari terdiri dari Ninik Mamak (Peng-
hulu dan Imam Khatib) dan Cerdik Pandai (golongan in-
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(2).

(3).

telektual). Pada hakekatnya semua penduduk dilibatkan
dalam semua masalah yang dibicarakan, sungguhpun
yang berapat hanyalah penghulu-penghulu saja.

Terdapat perbedaan sedikit dalam pelaksanaan kerapat-
an adat antara sistem Bodi Caniago dan Koto Piliang.
Bodi Cahiago musyawarah untuk mencapai mufakat.
Derajat semua penghulu adalah sama, tegak sama tinggi,
duduk sama rendah. Mufakat dengan suara bulat.
Koto Piliang, musyawarah untuk mufakat. Derajat peng-
hulu berbeda tingkatannya, yang tertinggi penghulu
pucuk atau andiko. Mufakat kalau dapat dengan suara
bulat, kalau tidak terdapat kebulatan, Penghulu Pucuk
dapat memberikan keputusan.

Kedua sistem ini dilambangkan dalam bentuk balai adat
di setiap nagari, biasanya terletak tengah-tengah pemu-
kiman.

Mesjid, tempat sembahyang biasanya terletak agak di
luar pemukiman, tetapi dekat dengan sumber air atau
sungai, Mesjid agak jauh dari jalan ramai, namun

mudah dihubungkan dengan pemukiman perkampung-
an. Mesjid adalah salah satu di antara lambang, adat ber-
sendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Mesjid biasa
juga dipergunakan tempat upacara-upacara adat namun
bersifat keagamaan, seperti ’mengaji tamat”, suatu upa-
cara meminta syukur akan turun ke sawah.

Labuah nan golong, jalan desa yang menghubungkan
kampung sesamanya, sebagai alat komunikasi masya-
rakat desa dengan pusat-pusat perekonomian nagari,
yaitu Lepau (kedai). Bagi laki-laki ’kedai kopi”, adalah
wadah komunikasi kampung bagi sesama anggota masya-
rakat. Labuah atau jalan desa itulah merupakan alat
komunikasi penghubung pusat perekonomian desa,
balai, mesjid dan sesama warganya.

Di samping balai dan mesjid sebagai sarana di pemukim-
an penduduk, setiap suku mempunyai surau, yang ber-
fungsi tempat upacara keagamaan bersifat lokal seperti
Maulud, tempat belajar dan tempat beristirahat bagi
laki-laki atau pemuda-pemuda. Malamnya dipergunakan
juga tempat mengaji dan tidur dan menginap bagi pe-
muda dan duda.



Jadi dengan pemekaran negari atas desa, maka desa itu
berkemungkinan tidak memenuhi salah satu syarat negari, se-
perti balai adat. Desa hanya dapat membangun Kkantor

Kepala Desa dan LKMD, PKK, Pos KB dan lainnya.

Tabel : 2 Luas Daerah, luas tanah yang dapat diusahakan,
Jumlah Penduduk dan Kepadatan rata-rata menurut
Daerah Tingkat II

Luas (KM2) Kepadatan Persentase
5 - luas daerah

. Yang | Jumlah rata-rata .

Daerah Tingkat II Selizili dapat |Penduduk yang dapat di-

nya, |Diusaha- Al B usahakan (%)

kan
(1) ) 3) @) S) | 6) 4)
Kabupaten 41.368,40 (4.981,30|2.786.168| 67 | 559 12,04
1. Agam 2.232,30| 606,25| 396.119( 177 | 653 27,16
2. Pasaman 7.835,40| 628,80| 371.352| 47| 591 8,02
3. Lima Puluh Kota 3.354,30| 660,05| 281.583 84 | 427 19,68
4. Solok 7.119,20| 812,85| 364.720 51| 449 1142
5. Padang Pariaman 7.419,50| 701,05| 475.646 64| 678 948
6. Pesisir Selatan 5.700,06 | 445,20| 330.146 58| 742 7,81
7. Tanah Datar 1.336,00| 529,45| 324488 243 | 613 39,63
8. Sawahlunto/Sijunjung| 6.371,10| 597,65| 242.114 38| 405 9,38
Kotamadya 928,90 928,90| 738.030| 795 795 100,00
9. Bukittinggi 24,90 24,90 71.999|2.891 [2.891 100,00
10. Padang 766,00| 766,00 S502.739| 656 | 656 100,00
11. Padang Panjang 26,60 26.60 34.23611.287 [1.287 100,00
12. Sawahlunto 6.30 6,30 14.185(2.252 |2.252 100,00
13. Solok 25,00 25,00 32.900 (1.316 |1.316 100,00
14. Payakumbuh 80,10 80,10 81.97111.023 [1.023 100,00
Jumlah 42.297,30/5.910,20(3.524.198| 83, 596 13.97
S—

Sumber : BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat
Sumatera Barat dalam Angka, 1982

Catatan :

A
B

Kepadatan geografi
Kepadatan agraria
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Secara geografis Sumatera Barat terletak antara 0°54
Lintang Utara dan 3°3. Lintang Selatan dan antara 98°36'
dan 101953' Bujur Timur. Artinya Sumatera Barat dilalui
garis chatulistiwa di Bonjol Kabupaten Pasaman. Wilayah
Sumatera Barat sebagai daerah tropis rata-rata hujan diper-
kirakan 464,1 mm dengan rata-rata hujan 180 hari. Keadaan
curah hujan yang lebih menonjol selama tahun 1982, antara
3000 - 4000 mm per tahun, dibanding dengan daerah dataran
tinggi antara 2000 - 3,000 mm. Namun daerah basah hujan
terletak di daerah sekitar Pangkalan Koto Baru dan Muara
Paiti, umumnya 50 Kota bagian timur.

Temperatur rata-rata berkisar antara 26° dan 31° Cel-
cius. Di samping itu wilayah Sumatera Barat merupakan hulu
sungai-sungai besar yang mengalir ke pantai timur. Sungai
Rokan dan Tapung berasal dari Kabupaten Pasaman; Kampar
dan Batang Kuantan (Indragiri dari Kabupaten 50 Kota dan
Solok. Batang Ombilin, muara Danau Singkarak setelah me-
lalui lembah-lembah mengalir ke pantai timur dan bergabung
dengan Batang Kuantan. Muara Danau Diatas dan Danau Di-
baruh mengalirkan Batang Lengayang kemudian bergabung
menjadi Batang Hari yang mengalir ke pantai timur.

Muara Danau Maninjau mengalir ke pantai barat mela-
lui Batang Antokan. Karena melalui lembah-lembah di datar-
an tinggi, sungai ini tidak dapat dilayari, namun dapat diman-
faatkan untuk menghasilkan listrik tenaga air. Demikian juga
dengan Batang Agam dan dalam perencanaan Batang Ombi-
lin.



Tabel : 3 Daerah Tingkat II, Ibu Kota, Jumlah Kecamatan, Nagari dan Desa/Kelurah-
an di Sumatera Barat Tahun 1982
Jumlah
No. | Daerah Tingkat II Ibu Kota Keca- . D
Nagari
matan Kelurahan
Kabupaten
I.|]Agam Bukittinggi 11 73 417
2. | Pasaman Lb. Sikaping 8 49 415
3. | Lima Puluh Kota Payakumbuh 7 70 366
4. | Solok Solok 12 82 529
5. | Pd. Pariaman Pariaman 13 56 475
6. | Pesisir Selatan Painan 7 36 310
7. | Tanah Datar Batu Sangkar 10 75 386
8. | Sw. Sijunjung Muaro Sijunjung 9 58 281
Kotamadya

9. | Bukittinggi Bukittinggi 3 5 24
10. | Padang Padang 11 22 193
11. | Padang Panjang Padang Panjang 2 4 16
12. | Sawah Lunto Sawah Lunto 2 S 20
13. Solok Solok 2 1 13
14. | Payakumbuh Payakumbuh 3 7 73
Jumlah 100 . 543 3.518

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dati I Sumatera Barat

(Sumatera Barat dalam Angka tahun 1982)

1.1. Lokasi Penelitian.

Studi tentang kedudukan dan peranan wanita dipusat-
kan di dua daerah, negari Lima Kaum dan Pauh IX,
yang sekarang menjadi Kecamatan Lima Kaum dan
Kecamatan Kuranji.

(1). Negari Lima Kaum terletak di kecamatan Lima
Kaum Kabupaten Tanah Datar, 5 km dari pusat ibu
kota Batu Sangkar. Negari Lima Kaum merupakan
daerah areal seluas 2300 ha, berbatas: ke utara

t9
w
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dengan negari Gurun dan Cubadak, bagian selatan
dengan nagari Rambatan, ke timur dengan negari
Bukit Gombak. Jalan raya Padang Panjang menuju
Batu Sangkar membelah negari ini atas dua bagian,
melalui kelurahan Kubu Rajo, Desa Tigo Tumpuk,
Balai Batu dan kelurahan Dusun Tuo.

Jalan raya menuju Ombilin dan 'Pih'ang melalui

Dobok Kuburajo serta Balai Labuh Bawah terus
melalui Labuh atas sampai ke: Rambatan.

Negari Lima Kaum dengan luas 2300 ha subur dan
cocok untuk pertanian dengan ketinggian 400 m
di atas permukaan air laut Penduduknya berjumlah
7.963 orang, terdiri dari 3.811 laki-laki dan 4.152
perempuan, dengan kepadatan rata-rata 345 jiwa/
km*, terpadat di seluruh kecamatan dalam kabu-
paten Tanah Datar, yaitu 243 jiwa per km2 (Tabel:
2).

Sex ratio adalah 92 adalah hampir sama dengan
rata-rata dikecamatan dan kabupaten antara 90-
94 Penghidupan masyarakatnya 65% petani, 15%
pegawai dan 20% pedagang dan tukang. Ibu-ibu di
desa Balai Labuh terkenal penjual ’lemang”’, pulut
di buluh di pasar-pasar sekitar Batu Sangkar.

Pendidikan di negari Lima Kaum dapat dikatakan
agak maju melalui pendidikan umum dan pen-
didikan agama. Terdapat di sini sebuah Taman
Kanak-kanak, 8 buah Sekolah Dasar, sebuah
SMTP, sebuah SMTA dan Perguruan Tinggi.

Negari Lima Kaum terdiri dari 8 daerah setingkat
desa. Tiga desa: Balai Batu, Balai Labuh Atas dan
Tigo Tumpuk. Lima kelurahan: Dusun Tuo, Koto
Gadih, Kubu Rajo, Piliang dan Balai Labuh Timur.
Dusun Tuo menurut tradisi adalah daerah tertua
di Minangkabau. Disini ditemui Batu Batikam yang
disebutkan sebagai tempat Datuk Perpatih Nan
Sabatang dan Datuk Ketemanggungan menetap-
kan pembagian kekuasaan laras nan dua (Bodi
Caniago dan Koto Piliang). Balai Batu, suatu desa
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yang beralaskan batu berbentuk lapangan, disebut
berlantai batu, berdinding angin, beratap langit,
mengingatkan kita kepada tempat pemujaan zaman
megalitikum.

Kuburajo, desa tempat ditemukan prasasti Aditya-
warman abad ke 14, menyebutkan keluarganya
Indra, ayahnya Adwayawarman dan menyebut diri-
nya Raja Pulau Emas (Kanaka medinindra).

Secara struktural, pemerintahan Lima Kaum ter-
diri dari: raja dikepalai Datuk Bandaro Kuning, di
bawahnya terdapat Datuk Nan Balimo, pemimpin
suatu kaum dalam suatu daerah. Mereka itu adalah

1. Datuk Basa untuk kaum Koto Gadis,
2. Datuk Rajo Nan Khatib untuk kaum Balai

Labuh,

3. Datuk Rajo Malano untuk Kaum Kubu
Rajo,

4. Datuk Rajo Penghulu untuk kaum Balai
Batu dan

5. Datuk Tunaro untuk kaum Piliang.

Masing-masing Datuk Nan Balimo itu sebagai peng-
hulu pucuk membawahi penghulu-penghulu di da-
lam kaumnya masing-masing datuknya.

Selanjutnya disebutkan juga, bahwa peletak dasar
Kerajaan Lima Kaum berdasarkan penetapan Suku
Nan Ampek, yakni Suku Tujuh Rumah, Suku Ko-
rong Gadang, Suku Sumangek Dua dan Suku Cani-
ago. Sekarang di Lima kaum telah terdapat 28 suku
dikepalai oleh masing datuknya.

Sampai saat ini negari Lima Kaum terkenal sa-
ngat kuat mempertahankan adatnya. Namun se-
berapa jauh dapat diketahui kedudukan dan peran-
an kepemimpinan adat itu terhadap wanita, akan

dapat ditelusuri kemudian.

Negari Pauh IX, sekarang menjad: salah satu ke-
camatan dalam kota Padang, semenjak tahun 1981.
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Negari Pauh merupakan daerah di kaki bukit baris-
an, sekarang meliputi kecamatan Pauh, dan Kuranji
dalam Kotamadia Pacang, daerah strategis dipan-
dang dari sudut perckonomian dengan sawahnya
yang luas-luas di kaki bukit barisan, terletak 6
km dari pusat kota. Melalui kedua daerah inilah
dahulunya hubungan ke pusat kerajaan Minang-
kabau.

Pauh merupakan bagian kerajaan Minangkabau,
pusat perekonomian di pesisir dan tempat saudagar
Minangkabau membuat garam pada abad ke 17. Se-
telah hubungan dengan Aceh, Pauh dan Koto Ta-
ngah merupakan pusat penyebaran agama Islam.
Pauh dikepalai oleh 14 orang penghulu, masing-ma-
sing daerah (kampung). Seorang di antara mereka

_dipilih dalam musyawarah antara penghulu yang

14 dengan penghulu XIII Koto di Solok, secara
bergiliran menjadi Panglima Padang.

Selama tahun 1663 dan 1740 rakyat Pauh 20 kali
menentang monopoli yang dilakukan kantor da-
gang VOC di Padang. Berkali-kali Pauh diserang
oleh V.O.C. dan dihancurkan daerahnya dan ber-
kali-kali pula raja Minangkabau di bawah Raja
Putih, anak Datuk Bandaro Sungai Tarab dan Raja
Saruaso menyerang Belanda, dan terakhir di bawah
pimpinan Abdul Jalil, raja Buo.

Penderitaan berabad-abad itu menyebabkan 5
penghulu tunduk kepada Belanda dan sembilan
sampai dihancurkan oleh Jenderal Michels sesudah
Perang Padri 1844, tidak mau tunduk, akhirnya
membentuk negari Pauh IX. Perang Lubuk Lintah
(1844), Perang Blasting (1908) dan Perang Komu-
nis (1927) dan terakhir perang kemerdekaan 1947,
telah menyebabkan berkali-kali Negari Pauh dihan-
cur luluhkan.

Telah terjadi berkali-kali perubahan dalam
struktur kehidupan masyarakat Pauh IX (kuranji).
Namun menjadi pertanyaan bagi kita, sampai be-



rapa jauh perubahannya dalam struktur keluarga,
pemerinahan dan pengaruhnya terhadap keduduk-
an dan peranan wanita. Daerah inilah salah satu
objek studi untuk melihat peranan dan kedudukan
wanita dalam adat Minangkabau walaupun negari
ini terletak di dalam kota Padang, dari Kantor Sen-
sus dimasukkan termasuk dalam katagori pedesa-
an.
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1.2. Pola Pemukiman dan letak bangunan.

1.3.

Penyebaran pemukiman yang terdapat dalam suatu desa
dapat dikaji penyebarannya, yaitu:

(1). Pola tempat kediaman penduduk, yang disebut
rural settlement type.

(2). Penyebaran rumah penduduk desa membentuk se-
buah pola, yakni: pola desa atau village type

Rural settlement, pola tempat kediaman, hampir di se-
luruh di Minangkabau merupakan tipe mengelompok,
jarak satu sama lainnya tidak berjauhan. (Type compact
settlement). Pola ini karéna terikatan suatu suku dengan
“tanah pusaka’’, sehingga rumah berkembang di sekitar
rumah gadang asal dan sesuai pula dengan pola kamar
utama di rumah gadang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, selain dari
warisan ialah:

1. terdapatnya kawasan lahan tertentu, yang subur, un-
tuk suatu jenis tanaman (pola Gunung Sarik dan Pola
Pasar Ambacang).

. Terdapatnya kawasan yang reliefnya hampir bersama-
an pada suatu lokasi (pola Lima Kaum)

3. Paling utama karena kuatnya pengaruh sistem keke-
rabatan Minangkabau yang pada mulanya didiami
oleh beberapa suku (kampung), kemudian berkem-
bang jadi nagari (pola Tanah Datar sekitar Paga-
ruyung).

Pola Desa, hampir semua desa mengikuti pola bergerom-

bol dan menumpuk (nucleated village), disebabkan sis-

tem harta pusaka dan sistem kekerabatan. (Pola desa

Kabupaten Tanah Datar sekitar awal abad 20)

(W]

"’Pola rumah tangga™

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang men-
diami sebagian atau seluruhnya bangunan fisik serta ma-
kan dari ’satu dapur” (Sensus Pertanian 1983, halaman
6). Menurut adat Minangkabau “rumah tanggo’ adalah
sepasang suami isteri bersama anak-anak mereka.
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Di pedesaan Kuranji penduduknya 50.252 jiwa ter-
diri dari 52% wanita, dengan sex ratio terendah di an-
tara kelurahan di Padang, yakni 0.919. Dari tabel: 4
tercatat sebanyak 9.755 rumah tangga. Di antaranya
5.252 adalah rumah tangga pertanian 53,8%. Rata-rata
setiap rumah didiami 5 atau 6 orang, terdiri dari se-
pasang suami isteri dengan 3 atau 4 orang anak atau ada-
nya seorang nenek.

Pada tahun 1983 tercatat 31 kali penceraian. Kri-
sis rumah tangga 48,6%, disebabkan ekonomi 19,3% dan
sisanya 30,1% karena sebab lainnya. Penceraian dise-
babkan kemiskinan atau krisis ekonomi menempati ang-
ka terendah. Atau dapat dikatakan kekurangan belanja
rumah tangga tidaklah penyebab utama penceraian itu.
Krisis rumah tangga dan sebab lain 80,7% menurut pe-
ngalaman lapangan terutama disebabkan hubungan ke-
kerabatan, baik terhadap harta pusaka maupun tidak
atau campur tangan keluarga terhadap rumah tangga
suami isteri.

Di pedesaan Lima Kaum tercatat penduduknya
7.963 jiwa terdiri dari 3.811 orang pria dan wanita
4.152 orang. Penduduk sebanyak ini mendiami 300
buah rumah adat, 450 buah rumah batu dan 750 rumah
semi permanen. Sex ratio adalah 0.93. Rata-rata setiap
rumah dihuni oleh 5 atau 6 jiwa. Tidak ada perbedaan
antara penduduk pedesaan di kabupaten dan di kota
padang. Dengan lain perkataan masyarakat telah mem-
punyai kecenderungan pada ’keluarga kecil” berbeda
dengan pengertian “’keluarga inti”’.



Tabel

: 4 PERKIRAAN BANGUNAN DAN RUMAH TANGGA DI DAE-

RAH PENELITIAN ( Tahun 1982

No.

Urut.

Bangunan, rumah tangga Kecamatan Kecamatan
dan rumah tangga pertanian Kuranji Lima Kaum

oW

Jumlah bangunan fisik 9.641
Jumlah rumah tangga 9.755
Jumlah rumah tangga pertanian 5.252

Jumlah rumah tangga di sektor 4.503
lain

Sumber :

1.4.

Kantor Sensus dan Statistik tk. II Padang dan tk. Il Kabupaten
Tanah Datar (pengolahan)

Di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan setiap rumah
tangga mendiami rumah sendiri. Di kecamatan Lima
Kaum setiap bangunan pada umumnya ditempati oleh
dua keluarga. Atau dengan perkataan lain di kecamatan
Lima Kaum banyak terdapat rumah adat (rumah gadang),
terutama oleh karena daerah ini termasuk pusat kerajaan
tradisional Minangkabau.

Pola Kepemimpinan di Pedesaan.

Pada pola rumah tangga dari penelitian kita melihat
kecender .:gan keluarga kecil. Pada penguasaan tanah
pertanian, harta pusaka telah terbagi rata dalam rumah
tangga. Perubahan juga terjadi dalam kepemimpinan di
pedesaan, yang mempengaruhi pada pola interaksi wa-
nita. Kita melihat di kedua daerah penelitian terjadi
perubahan yang mendasar.

Nagari Lima Kaum dulunya secara adat dipimpin
oleh Datuk Nan Balimo. Masing-masing secara tradisi
memimpin kaumnya, yang terdiri dari datuk-datuk
suku. Datuk-datuk sukulah yang secara langsung berhu-
bungan dengan rakyatnya, anak kemenakan, Kelima
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Datuk Nan Balimo dipimpin oleh seorang “rgja’’ Lima
Kaum XII Koto IX Koto Di dalam, melambangkan
wakil Datuk Perpath Nan Sabatang.

Datuk Nan Balimo sekali gus menjadi ninik mamak
padé anak kemenakannya sendiri, Penghulu Pucuk (pim-
pinan datuk suku) dari kaumnya. Di dalam Kerapatan
Adat Nagari mereka menjadi pemuka adat nagari. Ke-
kuasaan yang ada berdasarkan wewenang tradisional se-
hingga menjadi anutan adat. Pengikut berkelakuan se-
suai dengan pola penghulunya menurut patokan hidup
mereka. Kepemimpinannya dan kekuasaannya tradisio-
nal dan telah terjalin hubungan nyata turun temurun
tanpa melibatkan atau memperhitungkan secara lang-
sung opini pribadi pengikutnya dalam hubungan. Tin-
dakannya bersifat marginal. Kedudukan Wali negari
karenanya bersifat “’penghubung” Pemerintah dengan
rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980 menetapkan
pembentukan desa dan kelurahan yang bertanggung
jawab langsung kepada Camat, Negari Lima Kaum yang
mulanya terdiri dari 8 jorong dijadikan setingkat desa
dan kelurahan. Tingkat desa adalah: Balai Batu, Balai
Labuh Atas dan Tigo Tumpuak. Tingkat kelurahan ada-
lah: Dusun Tuo, Koto Gadis Kubu Rajo, Piliang dan
Balai Labuh Bawah. Kita belum mendapat keterangan
pasti dasarnya dijadikan kelurahan dan desa, kemung-
kinan karena dekat dengan Ibu Kabupaten Batu Sang-
kar. Namun kita melihat, bahwa di antara kaum yang
ada ternyata telah punah yakni Kaum Kubu Rajo, Balai
Batu, Koto Gadis, Piliang dan sebagian Balai Labuh. Se-
mua daerah kaum ini dijadikan kelurahan. Penghulu di
kelurahan ini pada dasarnya tidak lagi mempunyai
“penghulu pucuk”. Kita tidak tahu pasti apakah me-
mang demikian, namun kenyataannya ada.

Tiga desa : Balai Batu, Balai Labuh Atas dan Tigo
Tumpuak dikepalai seorang Kepala Desa yang menurut
Undang-Undang dipilih oleh seluruh warganya. Sedang-
kan kelima Lurah ditetapkan oleh Pemerintah tingkat II



Kabupaten Tanah Datar. Di samping Kepala Desa dan
Lurah dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD), yang secara fungsional bertugas sebagai pelak-
sana di dalam pemerintahan di tengah masyarakat. Ke-
pemimpinannya berdasarkan pola power dalam men-
dukung program kegiatan pemerintah, sehingga LKMD
mempunyai pola kekuasaan politis. Secara struktural
penghulu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Demi-
kian juga halnya dengan fungsi dan kedudukan lembaga
Kerapatan Adat Nagari Lima Kaum, sebagai badan legis-
latif sebagai tokoh masyarakat dan aparat pemerintah di
bidang adat yang meliputi delapan desa dan kelurahan.

Di antara kegiatan LKMD adalah Pendidikan Ke-
sejahteraan Keluarga (PKK) untuk para wanita dalam
meningkatkan ketrampilannya. Perlu kiranya kita lihat
pula kepemimpinan yang lain dan telah melembaga di
dalam masyarakat. Kepemimpinan itu adalah Imam
Khatib, yakni Alim Ulama, yang ikut pemerintahan
adat semenjak Perjanjian Marapalam 1668. Dengan
pasang surutnya selama Perang Padri dan Pembaruan
Islam, kaum Alim Ulama berkembang ke arah Cerdik
Pandai secara fungsional. Sifat anutan terhadap mereka
melembaga di surau-surau, pengajian dan mesjid. Kepe-
mimpinan mereka berdasarkan pola patron client ber-
dasarkan wewenang tradisional. Berbeda dengan Imam
Khatib dalam suku, mereka merupakan lembaga suku
yang tradisi. Bersamaan dengan tidak ada kedudukan
mereka secara struktural, maka Alim Ulama mendapat
kedudukan yang wajar.

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan pede-
saan dan keluarnya lembaga adat dalam struktur peme-
rintahan, maka lahir dalam zaman peralihan ini suatu ke-
lompok dengan sifat kepemimpinan ’power” serta ke-
kuasaan patron client. Beberapa orang yang melembaga
di masyarakat tampil karena adanya mereka menguasai
sumber kehidupan masyarakatnya.

Memang kepemimpinan mereka sekarang dapat diterima
sebagai warisan kepemimpinan laki-laki di Minangkabau
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yang bersifat “ambivalen”, sebagai bapak dan mamak.
Dan juga disebabkan sifat hubungan kekerabatan yang
bersifat “’keseganan’ (avoiking relationship). Akan lain
halnya dengan kepemimpinan wanita, sebagai warisan
amban puruak dan hubungan yang bersifat terbuka dan
melembaga seperti hubungan bako — anak pisang dan
saling silang.

Akan lain halnya kepemimpinan laki-laki di daerah
Kuranji, yang dahulunya termasuk daerah Pauh IX. Da-
lam perjalanan sejarah yang panjang telah berkali-kali
terjadi perubahan yang radikal. Di antara tahun 1665
dan 1740 Negari Pauh yang diperintah oleh 14 orang
penghulu berkali-kali dihancur luluhkan oleh Belanda
dan di antara penghulu itu memisahkan diri tak tunduk
kepada Belanda. Kuranji terdiri atas 9 penghulu disebut
Pauh IX. Demikian juga pada waktu dihancurkan Mic-
hels 1844, Perang Blasting 1908, Kepemimpinan peng-
hulu telah berkurang, tinggal kepemimpinan “mamak
kepala waris” yang menguasai harta pustaka. Kepemim-
pinan mereka berdasarkan kekuasaan atas harta pusaka.

Kegiatan wanita di desa yang didasarkan pola pat-
ron client (bapak-anak), hubungan didasarkan apakah ia
mendukung secara politis pemimpinnya atau sebaliknya
diperhitungkan secara hati-hati untung ruginya oleh
wanita. Kemampuan tokoh sebagai pemimpin disebab-
kan hanya menguasai sumber-sumber vital untuk pengi-
kutnya. Seperti dalam pertanian, pemimpin itu me-
nguasai distribusi pupuk, yang akan mempengaruhi ke-
hidupannya.

Mengenai struktur kekuasaan nampak hubungan
yang dipaksakan di tingkat desa. Pengaruhnya datang
dari pegawai negeri dan pejabat tingkat desa dan dari
tokoh kecamatan. Di kedua desa ini PKK dilaksanakan
untuk mengisi instruksi dan dipimpin oleh “pegawai
negeri”’. Perkembangan kepemimpinan desa mempunyai
kekuasaan yang paralel di tingkat desa dan tingkat ke-
camatan.



1.5. Penduduk.

Tabel 2, memperlihatkan luas daerah Sumatera Barat
42.297,30 km~“ dengan jumlah penduduk 3.524.198
jiwa. Di daerah kabupaten kepadatan rata-rata 67 jiwa/
kmz, sedangkan di daerah perkotaan yang kurang ke-
padatannya adalah kotamadia Padang. Ini disebabkan
perluasan kota terjadi pada tahun 1980, masuknya 7
kecamatan Padang Pariaman sehingga kepadatan rata-
rata 656 km~. Kalau memperhatikan luas daerah rata-
rata 83 jiwa/kmz. Penduduk terpadat adalah Tanah
Datar (613). Namun dari kenyataan, bahwa daerahnya
yang dapat diusahakan hanyalah 13,97% dari seluruh-
nya, sehingga kepadatan sesungguhnya adalah (kepadat-
an agraris) 596 jiwa/km<“. Berdasarkan luas daerah
yang dapat diusahakan daerah terpadat adalah Pesisir
Selatan (742 jiwa/km2, karena daerahnya berawa-rawa),
Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar masing-
masing rata-rata 678 dan 643 jiwa/km?2.

Tabel 5 Penduduk menurut jenis kelamin, sex ratio dan kecamatan,
Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun.
Penduduk Sex
Ketamatan Laki-laki | Perempuan | Jumlah ratio
1. XKoto 15.326 17.678 33.004 87
2. Batipuh 19.991 22.139 42.130 90
3. Rambatan 16.557 18.143 34.700 91
4. Lima Kaum 14.345 15.339 29.684 94
5. Tanjung Emas 15.368 16.427 31.795 94
6. Lintau Buo 23.050 25.266 48.316 91]
7. Sungayang 7.993 9.194 17.187 87
8. Sungai Tarab 14.638 16.297 30.935 90
9. Pariangan 10.515 12.125 22.640 87
10. Salimpaung 16.219 17.878 34.097 9]
Jumlah 1982 154.002 170.486 324.488 90
1981 153.380 170.119 323.499 90
1980 152.038 167.580 319.618 91
Sumber : Hasil registrasi Penduduk (1982), Hasil Sensus 1980 Sumatera

Barat dalam Angka 1980, 1981, 1982.
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Tabel : 6 Penduduk menurut jenis kelamin dan Kabupaten/Kotamadya
pada akhir tahun

. Penduduk Sex
Daerah Tingkat II Ratio

Laki-laki | Perempuan| Jumlah %

1) @ €) @ ()
Kabupaten 1.352.988 1.433.180 2.786.168 94

1. Agam 187.389 208.730 396.119 90
2. Pasaman 185.168 186.184 371.352 90
3. Lima Puluh Kota 136.872 144,711 281.583 95
4. Solok 175.351 189.369 364.720 93
5. Padang Pariaman 231.796 243.850 475.646 95
6. Pesisir Selatan 162.467 167.679 330.146 97
7. Tanah Datar 154.002 170.486 324.488 90
8. Sawahlunto/Sijun- 119.943 122.171 242.114 98

jung

Kotamadya 366.789 371.241 738.030 99

9. Bukittinggi 35910 36.089 71.999 100
10. Padang 251.393 251.346 502.739 100
11. Padang Panjang 16.189 18.047 34.236 90
12. Sawahlunto 7.116 7.069 14.185 101
13. Solok 15.948 16.952 32.900 94
14. Payakumbuh 40.233 41.738 81.971 96
Jumlah L319.3%7 1.804.421 3.524.198 95

Sumber : Hasil RegistrasiPenduduk.
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Dari kenyataan di atas, Kabupaten Tanah Datar ter-
masuk daerah terpadat dan tanah terluas dapat diusaha-
kan 39,63%. Hal ini disebabkan tanahnya yang subur
pengaruh vulkanis Gunung Merapi. Sex rationya 0,90,
yang berarti wanita lebih banyak dari pria dan dari
tabel : 6 untuk Lima Kaum sex ratio itu 0,94. Ini ber-
arti bahwa untuk mengolah tanah lebih banyak tenaga
wanita dipergunakan.




Tabel : 7.

Daerah Pauh IX Kuranji berpenduduk 24.039 pria dan
26.263 wanita berjumlah 50.202 jiwa, dengan sex ratio
terendah di antara kecamatan di Kota Padang, yakni
0,919. Penduduknya menempati rumah 6.325 buah,
terdiri dari 9.996 rumah tangga. Di antaranya 1.624
rumah tangga pertanian sepenuhnya (16,24%), bergerak
di lapangan tanaman pangan palawija dan sayuran 336
rumah tangga (3,36%), perkebunan 1,268 rumah tangga
(12,68%), peternakan 18 rumah tangga (0,1%) dan
nelayan 240 rumah tangga (2,4%). Di sektor pertanian
terbesar 8.372 rumah tangga (83,76%).

PENDUDUK KOTAMADYA PADANG MENURUT JENIS
KELAMIN, SEX RATIO TAHUN 1982

Penduduk ( Orang )

No. | Kecamatan Se_x

" Pria Wanita | Jumlah | Ration
01. | Padang Selatan 28.796 28.166 56.962 1.022
02. | Padang Barat 42.474 39.330 81.804 1.080
03. | Padang Utara 23.515 23.865 47.380 985
04. | Padang Timur 40.612 38.725 79.337 1.049
05. | Koto Tangah 24.556 25.266 49.822 972
06. | Nanggalo 13.156 13.867 27.023 942
07.|Kuranji 24.039 26.263 50.202 919
08.|Pauh 11.560 11.518 23.078 1.004
09. | Lubuk Kilangan 12.956 12.898 25.854 1.004
10. | Lubuk Bagalung 23.249 24.748 47.997 939
11. | Bungus/Teluk 6.480 6.801 13.281 953

Kabung

Jumlah 1982 | 251.393 | 251.347 | 502.740 | 1.000
1981 250.253 | 243.899 | 494.152 103
1980 | 243.261 237.342 | 480.609 102

1979 240.837
1978%* 233.074
1977 227.379

Sumber :

Kantor Sensus dan Statistik tk. I Padang

* Sebelum perluasan kota Padang.
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TABEL : 8 Ratarata Tingkat Perkembangan Penduduk Sumatera per
tahun berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1961, 1971 dan

1980.

Pertumbuhan

No Kabupaten / Jumlah Penduduk penduduk/th.
Kotamadya 1961 1971 980 |55y | deen

01 | Kabupaten Agam 304453 347.044 | 389.027 1,33 1,26

02 | Kab. Pasaman 217.311 274.256 360.149 2,38 3,04

03 | Kab. Lima Puluh Kota 250.687 223.993 272.072 1,13 2,16

04 | Kab. Solok 271.234 295.777 355.539 | 0,87 2,06

05 | Kab. Padang Pariaman 442.649 555.250 | 459.666 | 2,32 2,05

06 | Kab. Pesisir Selatan 221.449 253.606 315.954 1,38 2,44

07.| Kab Tanah Datar 246.463 291.591 319.954 1,71 1,02

08 | Kab Sawah Lunto Sijun- 131.859 161.227 224.446 2,05 3,70

jung

09 | Kotamadya Bukittinggi 51.456 63.122 70.771 | 227 | 127
10 | Kotamadya Padang 143.699 | 196.339 | 480.922 | 3,20 | 10.35%)

11 | Kotamadya Pd Panjang 25.521 30.711 34517 | 2,09 | 1,26

12 | Kotamadya Payakumbuﬁ 63.451 78.836 2,43

13 | Kotamadya Solok 24.829 31.724 2,76

14 | Kotamadya Sw Lunto 12.276 12.427 13.561 0,12 | 0,96

Jumlah 2.319.057 | 2.793.196 | 3.406.816 | 190 | 221

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 1980, hal. 272, Kantor Sensus Sumatera Barat.

*) Perluasan Kota Padang

Dengan memperbandingkan angka-angka sensus yang
lalu dapat diketahui perkembangan, jumlah penduduk
Sumatera Barat. Menurut angka kependudukan 1920,
Sumatera Barat berpenduduk 1.522.240 jiwa dan pada
tahun 1930 meningkat menjadi 1.927.690 orang. Rata-
rata bertambah 2,5%. Pada tahun 1961 penduduknya
menjadi 2.319.057. Perkembangan penduduk antara
1930-1961 rata-rata 0,65%. Dalam masa itu telah ter-
jadi keresahan politik, zaman Jepang, perang kemer-
dekaan dan terbuka kesempatan untuk berpindah ke
kota-kota. Namun pada tahun 1958 terjadi keresahan
baru, timbulnya pemberontak PRRI. (Bagan : 1)
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Tingkat perkembangan antara 1961-1971; 1, 90, makin
membaik. Perkembangan 1971 — 1981 itu menjadi 2,21
%. Artinya merantau bagi penduduk Sumatera Barat
makin berkurang, kecuali bagi mereka yang melanjut-
kan pendidikan ke kota lainnya, ditempat yang dapat
ditampung oleh keluarga.

Tabel : 9 memperlihatkan, bahwa menurut sensus
1930, penduduk Minangkabau berjumlah 1.717.031
jiwa atau 89,0% berada di daerahnya sendiri, sedangkan
sisanya 211,291 jiwa atau 11% berada di beberapa dae-
rah di Sumatera, Jawa dan Semenanjung Malaya.

Menurut sensus itu juga disebutkan, bahwa suku
pendatang di Sumatera Barat pada tahun 1930 berjum-
lah 30.747 orang yang berasal dari Jawa di tambang
batu bara Ombilin, teh kayu Aro, merupakan 3,5%
penduduk Jawa di tanah seberang dan hanya 1,6% dari
penduduk Sumatera Barat. Menurut Geoffrey Mc Nicoll
(1968) diperkirakan penduduk Jawa kelahiran Sumatera
Barat sebanyak 8.000 orang.

Pendatang kedua terbesar adalah suku bangsa Tapa-
nuli tercatat 25.945 orang atau 1,3%. Kedatangan me-
reka telah lama berjalan, diperkirakan semenjak abad
ke 17 sesuai dengan penempatan Sultan Padang Unang.
Saat ini mereka menempati bagian utara kabupaten
Pasaman dan Pasaman Barat sebagian besar penduduk-
nya berasal dari sana. Bahkan ada salah satu daerah Sim-
pang Tonang, Kecamatan Talamu, marga diturunkan
menurut garis ibu.

Di daerah Kecamatan Rao, Panti, Talu dan umum-
nya Pasaman Barat bahasa resmi penduduk adalah ba-
hasa Mandahiling.

Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat antara
tahun 1961 — 1971 sebesar 1,90 sedangkan antara
tahun 1971 — 1980 menjadi 2,21 (Tabel: ) Apabila
ditelusuri sebabnya ternyata antara tahun 1?61 — 1971
masa keresahan politik (sesudah pemberontakan PRRI).
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Tabel : 9 Jumlah seluruh orang Minangkabau di tahun 1930

Daerah Jumlah %
Di dalam Sumatera Barat 1,707:031 89,0
(tidak termasuk Kerinci)
Di luar Sumatera Barat 211.291 11,0
Sumatera 188.246
Aceh 8.532
Tapanuli 9.868
Sumatera Timur 50.677
Riau 51.086
Jambi 57.929
Bengkhilu 6.670
Palembang 2.401
Lampung 826
Bangka-Baliton 257
Jawa dan Madura 7.206
Jakarta da 2.943
Jawa Barat 2.985
Jawa Tengah-Tim 2,178
Daerah lain di
Indonesia 13.790
Selmenanjung Malaya
Selangor 8.134
Perak 2.332
Negeri Sembilan 1.629
Lain-lain 1.695
Jumlah 1.928.322 100,0
Sumber : Volkstelling 1930, IV, halaman 11, 162, V, halaman 25

Demikian juga halnya sekitar tahun 1930 keresahan se-
sudah pemberontakan Silungkang (1927) dan adanya
usaha Guru Ordonantie. Sedangkan merantau sendiri
telah melembaga dalam masyarakat Minangkabau sen-
diri (lihat bagan).
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Merantau itu disebabkan juga oleh tekanan ekologi
sebagaimana disebutkan di atas. Pada dasarnya tanah
terbatas untuk diolah dan itupun terletak di tangan ke-
luarga. Di samping itu faktor-faktor lainnya adalah:
tekan ekonomi dan dorongan pendidikan. Urbanisasi
ke kota-kota di Sumatera Barat sendiri adalah sangat
kecil, karena mudahnya transportasi ke pedesaan dan
pada pedesaan tidak jauh perbedaannya dalam harga
barang-barang kebutuhan masyarakat sendiri.

BAGAN : 1 Faktor-faktor yang mendorong orang Minangkabau
merantau dalam perspektif waktu.

—1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

|

/ b //

5,;/ /

—

Faktor-faktor yang mendorong untuk merantau :

(a) tekanan ekologi (d) tekanan ekonomi (g) keresahan politik
(b) tekanan geografi (e) dorongan pendidikan (h) pelembagaan sosial
(c) tekanan demografi (f) daya tarik kota

P

Sumber : DR. Mochtar Nain, Merantau, Pola Migran Suku bangsa Minangkabau, Gajah
Mada University Press.

2.  Sistem kemasyarakatan.

Orang Minangkabau menghitung garis keturunannya
berdasarkan garis keibuan (matrilineal), dengan pengertian
bahwa keturunan dan harta warisan diturunkan kepada anak-
anak melalui ibu. Masyarakat Minangkabau juga hidup ber-
dasarkan “’suku’ yang mula-mula dikenal dua suku induk me-
nurut tradisi Koto Piliang dan Bodi Caniago kemudian
pecah menjadi bermacam-macam suku. Mereka yang ter-
masuk ke dalam suatu suku merupakan sekelompok orang
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dari keturunan dan bertali darah, kesatuan genealogis. Suku
atau matriclan adalah unit utama dari struktur masyarakat
Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang
Minangkabau, kalau ia tidak mempunyai suku. Suku sifat-
nya exogami, kecuali kalau tidak dapat lagi ditelusuri lagi
hubungan keluarga antara dua suku yang sama. Biasanya
orang dari suku yang sama menempati pemukiman yang
sama, sehingga suku berarti genealogis territorial. Kampung
yang tidak dikaitkan kepada salah satu suku tertentu me-
ngandung arti teritorial semata.

Menurut tradisi dua suku induk dihubungkan dengan ke-
dua pendiri dar pembentuk adat Minangkabau. Koro Piliang
dihubungkan dengan pendirinya Datuk Ketemanggungan
dan Bodi Caniago dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang.
Kedua suku induk ini dibedakan dalam cara mengambil ke-
putusan dan pemilihan kepala adat disebut penghulu. Koto
Piliang mengambil keputusan dalam musyawarah yang di-
tentukan tingkatan penghulu. Di antaranya ada seorang
penghulu pucuk atau andiko yang merupakan penghulu ter-
tinggi dalam suku itu. Adakalanya beberapa orang yang di-
sebut datuk empat (Payakumbuh). Pengambilan keputusan
secara bertingkat disebutkan “berjenjang naik, bertangga
turun”. Nampak adanya tingkatan kedudukan penghulu
dalam adat Koto Piliang. Berbeda dengan sistem mengambil
keputusan pada Bodi Caniago. Pada dasarnya kedudukan
mereka sama, dikatakan “duduk sama rendah, tegak sama
tinggi”” Namun demikian ada juga s »rang penghulu yang
dituakan berdasarkan wibawanya disebut Pemuncak adat.

Dari perbedaan kedua sistem mengambil keputusan dan
kedudukan penghulu dalam kedua suku induk itu lahir istilah
“kelarasan”’, yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan
Koto Piliang. Dari kedua suku induk itu pecah menjadi empat
suku: Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Pada saat ini dari
suku yang empat itu telah menjadi bermacam-macam nama
suku sesuai, dengan perkembangan penduduk Sumatera Barat.
Namun mengenai adatnya tetap adat Koto Piliang dan Bodi
Caniago. Orang dari satu suku menganggap mereka bersau-
dara, sehina semalu, sehingga saling membela jika menerima



berita baik dan kabar buruk atau musibah. Diungkapkan
dalam kata petuah: "Kabar baik berimbauan, kabar buruk
berambauan’ Kabar baik datang dipanggil, sedang kabar mu-
sibah berdatangan.

Laki-laki sesuku menganggap gadis merreka sebagai
“dunsanak”, saudara, baik kakak maupun adik. Seorang gadis
dengan sendirinya mendapat perlindungan dari saudaranya
dari gangguan orang lain. Ia merasa bahwa ia selalu diawasi
oleh dunsanaknya, sehingga dalam pergaulan sehari-hari me-
reka tidak akan terjerumus kepada ke jalan maksiat, Perbuat-
annya yang salah akan mendatang kehinaan bagi dirinya,
keluarga bahkan seluruh isi kampungnya.

Tiap suku terdiri dari beberapa “paruik’’, orang yang
berasal dari satu nenek. Dalam ’’saparuik’ terdapat seorang
yang berwibawa dan merupakan pimpinan dalam paruik itu.
la dinamakan mamak kepala waris, yang membimbing keme-
nakannya terutama dalam harta pusaka, Saparuik kemudian
terpecah dalam beberapa kelompok yang biasa disebut jurai.
Pembagian dalamn tingkat garis keturunan (lineage) ini ber-
beda-beda penamaan dalam satu daerah. Jurai hanyalah pe-
namaan yang m